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di
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ABSTRAK

NA SEPTIA HAFIFAH (2024) : Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Terlantar Oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

SNIN YW edio ey o

Kasus penelantaran anak terus terjadi di Indonesia setiap tahunnya, selama
karun waktu 2022 -2023 terjadi peningkatan kasus penelantaran anak sebesar 11-
35% per-tahun di Pekanbaru. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan

kum Terhadap Anak Terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian

alah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum anak terlantar
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
(2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan
perlindungan hukum anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.
Sumber data yang digunakan berupa data primer, dengan teknik pengumpulan
data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dilengkapi dengan data
sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive
s%npling. Analisis data yang dilaksanakan menggunakan analisis kualitatif,
ngenganalisis data primer dari hasil penelitian lapangan. Metode analisis kualitatif
d@ngan penarikan kesimpulan induktif.

= Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum

ofeh DP3A Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar, kenyataannya masih belum
sagenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaaan
perlindungan anak dari tindak penelantaran belum sepenuhnya sesuai dengan
beberapa kebijakan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2814 Tentang Perlindungan Anak. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan
p§rlindungan anak terlantar oleh DP3A adalah: (a) kurangnya anggaran
pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelayanan rujukan Rumah Aman dari
I’)§’3A bagi anak korban penelantaran, (b) terbatasnya jumlah Konselor Hukum,
Konselor Psikologi, dan petugas assesment, (c) anak korban penelantaran sulit
ug%uk dibina oleh DP3A dengan berbagai alasan, (d) pelapor kasus penelantaran
a'g_ak cenderung tidak pro-aktif dengan pihak DP3A. Dukungan dari pemerintah
daerah dengan peningkatan fasilitas dan anggaran pada DP3A serta kerjasama
nyasyarakat dalam penanganan kasus anak terlantar diharapkan dapat menekan
afigka kasus penelantaran anak di Kota Pekanbaru.

L oY
I?ta Kunci : Anak, Hukum, Perlindungan, Terlantar
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gl

o BAB 1

-~

2 PENDAHULUAN

©

o

3

A< Latar Belakang Masalah

=

- Indonesia merupakan suatu negara hukum, tentunya kita sebagai Rakyat
Z

Indonesia sudah tahu akan hal ini karena jelas termaktub dan terlampir dalam
=

2]

peraturan perundang-undangan, terkhusus yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (3)

e

[gdang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, “Negara Indonesia
aﬁalah Negara Hukum”. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku.'
Oleh karenanya, dari pengartian di atas, jika membahas mengenai kehidupan
bermasyarakat, maka negara harus memberikan perlindungan juga terhadap hak
asasi manusia.

Hak Asasi Manusia atau yang biasanya disebut dengan HAM, tidak ada

Aels

entuan mengenai batasan usia yang berlaku untuk memperoleh hal tersebut.

g

ng dewasa, remaja, dan anak-anak, mempunyai hak atas perlindungan hukum

k asasi manusia. Anak adalah amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

un B

Amiak-anak merupakan aset berharga keluarga dan negara, yang senantiasa harus
(1°]

ot
k?'_a jaga dan lindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan juga
e

h&k-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.2
W

uejn

! Hamdani Cibro, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terlantar Ditinjau
Dayi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas
berdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)”, dalam Jurnal
Hukum Kaidah, Vol. 21 No. 3, (2021), h. 387.
2 Imam Sukadi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam
rasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak”, Dalam de Jure Jurnal Syariah
df)_n Hukum, Vol. 5 No. 2, (2013), h. 117.

3

nery w
[
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©

J%a dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa
-~

dEpan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak
@)

—

atds keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak mendapatkan
3

p&lindungan hukum baik dari tindak kekerasan, diskriminasi, serta hak sipil dan
)

kebebasan. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara
=

tgas dinyatakan bahwa negara menjamin hak-hak setiap anak tersebut. Dapat
w
dikatakan bahwasannya perlindungan anak itu adalah segala kegiatan untuk

A
nfenjamin dan melindungi anak dari hal-hal yang telah dipaparkan di atas.

(=
Sebelum Undang-Undang Perlindungan Anak ditetapkan, UUD 1945 telah
mengatur mengenai perlindungan bagi anak terlebih dahulu. Ketentuan ini

termaktub pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dengan ini, perlu adanya kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan guna

7))
naelindungi anak.’? Perlindungan anak adalah perlindungan yang dilakukan untuk

o
n@njamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

<]
b?rpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
(]

=
Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang mencakup

oA

sgluruh kegiatan perlindungan dan perlindungan lingkungan hidup.

I

A}

Anak-anak harus dilindungi dari dampak negatif perubahan yang

kembang pesat, arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan

=3
B}[RS jo

=

u pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup masyarakat.

% Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara
un 1945, Pasal 28B ayat (2).

18by] jriedg
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©

%Dagian orangtua yang melakukan perubahan sosial mendasar dalam kehidupan
-~

bErmasyarakat, sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Penyimpangan
@)

—

tiigkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak dapat
=

dikatakan disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.*
=

S Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Z

Pétlindungan Anak, terkait perkara anak terlantar, yang dimaksud dengan anak
w
téilantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik,

A
nental, spiritual, maupun sosial.” Agar anak terlindungi dengan baik, maka
(=

pemerintah dengan peraturan perundang-undangan dalam jo Pasal 76B
menyebutkan bahwa, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,
melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan
penelantaran.®

Adapun bentuk perlindungan tersebut, merupakan bentuk tanggung jawab

pgmerintah dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Y
téﬁtang Perlindungan Anak yaitu, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung
U)
%Nab untuk memberikan biaya pendidikan dan bantuan cuma-cuma atau

péayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak
=]
ygr'lg bertempat tinggal di daerah terpencil.7 Selain itu juga, pemerintah dan

-

wn
Q’éc‘inerintahan daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan

o
r@abilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam suatu lembaga maupun di luar

*Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, “Sistem Peradilan Pidana Anak”,
gyakarta: Medpress Digital, 2014), h. 1.

> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014
mor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat

Figedguein

nery wiseyJr

® Ibid., Pasal 76B.
" Ibid., Pasal 53 ayat (1).
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@
lg%:nbaga itu sendiri, yang termaktub pada pasal 55 ayat (1) Undang-Undang

A

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.®

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Iw eyd

Amak, dapat diketahui bahwa anak-anak perlu dipenuhi kebutuhan secara wajar,
=

baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dari pihak pemerintah. Diantarannya

Z
b‘icﬁya pendidikan, pelayanan khusus untuk keluarga kurang mampu dan anak yang
bg‘_rtempat tinggal di daerah terpencil. Termasuk juga menyelenggarakan
pgmeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial, baik dari suatu lembaga
pge:merintahan maupun dari luar lembaga pemerintahan.

Kenyataannya masih banyak anak yang terlantar, sebagaimana
diungkapkan oleh Social Development Centre (SDC) Departemen Sosial. Anak
terlantar adalah anak laki-laki atau perempuan yang menghabiskan sebagian
waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum, yang
bykan merupakan tempat atau lingkungan yang baik untuk proses pertumbuhan
afzak. Dalam hal kategori anak terlantar sendiri, adalah anak yang berumur 0-18

®
tg{un.g

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

un o

I

Perlindungan Anak berkontribusi besar dalam menangani permasalahan anak

SIo

tedlantar di Indonesia, termasuk di kota Pekanbaru, melalui Dinas Pemberdayaan

0 A

P@empuan dan Perlindungan Anak Kota Pekabaru. Program penanganan anak

n

terlantar yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

8 Ibid., Pasal 55 ayat (1).

% Nadiya Wanti Anggraini & Dadang Mashur, “Collaborative Governance Dinas Sosial
PrOvinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”, Dalam
Jgurnal of Social and Policy Issues, Vol. 2 No. 1, (2022), h. 34.

juefg u
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©

PEgFrlindungan Anak pada awalnya memberikan persyaratan terhadap kriteria anak

A

t&antar terlebih dahulu, yaitu:*

1)

nelry ejysng Nin yijlw eyd
n

Anak Terlantar, adalah anak berusia 0-17 tahun yang karena sebab
tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena
beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah
seorang dari orang tuannya atau kedua-duanya sakit, salah seorang
atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada
pengasuh/pengempu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan
dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.

Siswa SD s/d SMA sederajat, Umur 7 s/d 17 Tahun dengan
melampirkan surat keterangan Tidak Mampu dari Kepala
Desa/Kelurahan, Nomor rekening Bank.

Berdasarkan  kriteria anak terlantar diatas, selanjutnya Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan program terkait

penanganannya dengan tahapan sebagai berikut:*!

1) Pengumpulan data anak terlantar
2) Penerimaan oleh Dinas Sosial
3) Memberikan bantuan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak
terlantar tersebut berdasarkan hasil dari seleksi awal
4) Dan yang terakhir melampirkan kartu keluarga serta surat keterangan
tidak mampu dari kepala desa/lurah setempat.
7))
% Adapun data anak terlantar di Indonesia dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
= Tabel 1.1
=1 Jumlah Anak Terlantar di Indonesia
No Tahun Jumlah Anak Terlantar
= 2020 239.290
=2, 2021 64.053
g 3. 2022 67.368
SFﬁmber: Data olahan, Jurnal Media Of Law and Sharia, Tahun 2022.
‘; Pada saat ini, kasus mengenai penelantaran anak cenderung mengalami
Lo o

N 4=
Bey[1ES

urunan dan peningkatan. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial pada tahun

20 tercatat 239.290 kasus anak terlantar, dan pada tahun 2021 mengalami

JiyeAg

nery wisesy

19 Ida Ayu Gede Yudi Sutha, “Penanganan Anak Terlantar”, http://disos.banglikab.go.id/.
kses pada 16 November 2023.
Y Ibid.
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©

p%nurunan dengan jumlah 64.053 anak terlantar, sedangkan pada tahun berikutnya
-~

per-15 Desember 2022, jumlah anak terlantar di Indonesia kembali meningkat
©
nienjadi 67.368 orang™?.

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Aljrw

(&’3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT
Z

P‘gA) Kota Pekanbaru, jumlah anak terlantar per-tahun 2021 dapat dilihat dari

w

tdbel berikut ini:
21
~ Tabel 1.2
c Jumlah Kasus Kejahatan Kategori Anak
No Tahun Penelantaran
1. 2021 26
2. 2022 35
3. 2023 39
4, Januari-Maret 2024 5

Sumber: UPT PPA Kota Pekanbaru.™
Dapat dilihat dari Tabel 2, bahwasannya kasus dengan kategori

penelantaran terhadap anak yang tercatat di UPT PPA Kota Pekanbaru cenderung

7))
nieningkat pada periode 2021-2023.
o
E Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut
po¥]
8

bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pada anak terlantar dan hambatan

n

yang ditemui dalam pelaksanaannya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
<
(1°]
P§_rlindungan Anak Kota Pekanbaru dengan judul skripsi: “PERLINDUNGAN
<
HUKUM  TERHADAP ANAK  TERLANTAR OLEH  DINAS

w
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA

1{5 ue)

? Faiz Asmi Permana & Septi Nur Wijayanti, Peran Negara dalam Melindungi Hak
K’onstltusmnal Anak Terlantar di Indonesia, dalam Jurnal Media of Law and Sharia, Vol. 3 No. 3,
(2&22) h. 232.

~ '3 Data Olahan Anak Terlantar, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak
Kﬁta Pekanbaru, Pengambilan data, 03 Mei 2024.
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©
@KANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN

=

2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”.

1d

B‘”B. Batasan Masalah

7:: Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan
dgl'aksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat
dgh terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah
b;%gaimana perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan
Pgrempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam menangani
pge:rmasalahan anak terlantar di kota Pekanbaru dan juga untuk mengetahui apakah
ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum di
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

terhadap anak terlantar di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

C¥ Rumusan Masalah

z

— Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti
&

niengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

D

1& Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum di Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar di

AJISIBATU

Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak?
Apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar di

nery wisey juedg ¥} ng jo



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

AVIY VISNS NIN
I

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak?

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini
lah:
Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum anak terlantar oleh

nery eysng @-Iﬂ sk erdio yeq o

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak

b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan
perlindungan hukum anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Manfaat Penelitian
Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini

dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

TUg) dTWe|ST 3383

<
a® Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan
bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para

peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

nery wisey jureAg uejng jo Ajrs
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

— Teori Hukum Sebagai Alat Pemberdayaan Manusia

Hukum memegang peranan penting dalam masyarakat, bahkan

NIn Y Rw eydio yeq o

mempunyai beragam fungsi bagi kesejahteraan masyarakat, guna mencapai

SN

keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan tujuan hukum lainnya.
N

I\?gara Indonesia termasuk ke dalam Negara Hukum, dan tentunya hukumlah
ygng menapaki tiang tertinggi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara.
Menurut Wirjono Prodjodikoro, Negara hukum berarti Negara yang memiliki
segala perlengkapan, terutama alat-alat perlengkapan pemerintah dalam tindakan

baiknya terhadap warga negara serta dalam hubungan masing-masing, tidak boleh

sembarangan, tetapi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.*

L

E'- Istilah pemberdayaan merupakan sebuah istilah yang sudah tidak asing
l%i didengar. Terwujud dalam bentuk program atau kegiatan secara kelembagaan
8

ygr'lg dibuat oleh pemerintah maupun non pemerintah dengan objeknya yakni
=]

nmnusia. Adapun pengertian dari pemberdayaan menurut Wuradji yaitu,
(1°]

ot

p%"_mberdayaan adalah sebuah proses penyadaran manusia/masyarakat yang
e

dlakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui
W

=

>

=1

@)

-«

Y Ni’'matul Huda, “Hukum Tata Negara Indonesia”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h.

10
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©

p%ningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan
-~

ni&ningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.™

@)
- Roscoe Pound merupakan seorang sarjana yang mengemukakan
=
peémikirannya terkait teori hukum sebagai alat pemberdayaan manusia.

b

l\%nggunakan konsep yang dinamakan dengan “law as tool of social

eggineering”, Pound menyatakan bahwa, hukum tidak hanya sekedar dapat
w
digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi

sgbagai alat rekayasa sosial (law as tool of social engineering).™®
(=

Agar dapat memenuhi peranannya, Roscoe Pound membuat penggolongan
atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu
sebagai berikut:’

1) Kepentingan Umum:
a. Kepentingan negara sebagai badan hukum;
b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2) Kepentingan Masyarakat:
a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban;
b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial,
c. Pencegahan kemerosotan akhlak;
d. Pencegahan pelanggaran hak;
e. Kesejahteraan sosial.
3) Kepentingan Pribadi:
a. Kepentingan individu;
b. Kepentingan keluarga;
c. Kepentingan hak milik.

Selaras terhadap apa yang dimaksud dengan kepentingan sosial itu, Pound

unjukkan bahwa hukum dapat difungsikan juga sebagai alat rekayasa sosial

9%]0 AJISI3ATU) DTWER[S] 3}B)S

5 Aziz Muslim, “Metodologi Pengembangan Masyarakat”, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.

° Lily Rasjidi, “Dasar-Dasar Filsafat Hukum”, (Bandung: Citra Aditya, 1990), h. 47.
17 Fithriatus Shalihah & Oksep Adhayanto, “Hukum, Moral, dan Kekuasaan dalam
ah (Hukum adalah Alat Teknis Sosial) ”, Dalam Jurnal Fiat Justisia, Vol. 10 No. 4, (2016), h.
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©

gggzna melindungi kepentingan-kepentingan sosial.'® Terciptanya fungsi hukum
-~

sebagai alat rekayasa sosial dalam suatu masyarakat manapun di dunia ini, tidak
@)

agan membuat masyarakat tidak berubah. Masyarakat senantiasa mengalami
pé_rfubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula
ygng lamban. Penyesuaian diri dengan perubahan itulah dikatakan bahwa fungsi
hgkum sebagai a fool of engineering, menjadi perekayasa sosial, menjadi alat

w

ufituk mengubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama.™

o  Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai rekayasa sosial sangat

(=
diperlukan dalam proses perubahan sosial yang terjadi setiap saat dan di mana

saja, terutama dalam situasi kemajuan yang memerlukan perubahan yang relatif
cepat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial ini, pada prinsipnya merupakan fungsi
hukum yang dapat diarahkan untuk mengubah pola-pola tertentu dalam suatu
masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang
lgpih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya.?

Hukum mempunyai ciri yang menonjol dalam masyarakat modern saat ini,

ST 23e

aftinya penerapannya dilakukan secara sadar oleh masyarakat setempat. Hukum

e

eran tidak hanya untuk mempertegas kebiasaan dan pola tingkah laku yang

a pada suatu masyarakat, tetapi juga membimbingnya menuju tujuan yang

o
SIoQAIU

qzl-hginkan, menghilangkan kebiasaan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi,

o
n@nciptakan pola tingkah laku baru, dan sebagainya. Hal ini yang juga disebut
&

e

Y]

=

9 p]

f 8 Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah”, (Jakarta:
EESAM dan HUMA, 2002), h. 47

9 Soerjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
ada, 2000), h. 79
% Ibid.

P
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©

S%agai pandangan modern tentang hukum itu menjurus kepada penggunaan
-~
hilkum sebagai instrumen yaitu law as a tool social engineering.?*

Semakin penting fungsi hukum sebagai rekayasa sosial dalam era

mbangunan adalah menjadikannya sarana pelaksanaan pembangunan

N Y@ w eyd

masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hadirnya ketertiban dalam

N

pgfnbangunan dipandang penting dan sangat diperlukan. Selain itu, hukum
w
sgbagai tata kaidah dapat berguna untuk mengarahkan kegiatan masyarakat

A
nfenuju tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Adanya hukum sebagai

r;:kayasa sosial mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pemaksa yang
melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang
membahayakan dari masyarakat lainnya.

Selanjutnya untuk lebih menekankan teori hukum sebagai alat
pemberdayaan manusia, mengutip dari Roscoe Pound (1930) dalam buku An
Ingroduction to the Philosophy of Law. Pound juga mengakui bahwa hukum

f+¥]
meerupakan salah satu alat pengendalian sosial (social control), dan bahkan hukum

wn
sgalu menghadapi tantangan dari pertentangan kepentingan di masyarakat. Pound

b'é’usaha untuk menyusun suatu kerangka dari nilai-nilai dalam masyarakat yang
=

hgfus dipertahankan oleh hukum di dalam menghadapi pertentangan kepentingan-
ot

wn
lgéf)entingan di dalam masyarakat.22

(0]

; Melihat pandangan hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka
=

hgkum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Kontrol sosial merupakan

u

adpek normatif dalam kehidupan bermasyarakat karena kontrol sosial bekerja

jife

2! Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 206.
%2 M. Yusuf Yahya & Harwis Alimuddin, “Roscoe Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa

Sesial”, Dalam Indonesian Journal of Shariah and Justice, Vol. 2 No. 2, (2022), h. 155.
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©
u%tuk mengatur tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang

=

ditimbulkannya, dengan membentuk berbagai larangan, tuntutan, serta pemberian

ganti rugi.

Hukum sebagai alat kontrol sosial berarti dapat menentukan tingkah laku

1d

nxHw

manusia. Tingkah laku ini dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang menyimpang

N

técﬂladap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau
w
tifjdakan terhadap si pelanggar. Oleh karena itu, hukum pun menetapkan sanksi

yang harus diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan
c

agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan, sehingga ketentraman dapat
terwujud.”®

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila
terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan
dengan materi hukum yang baik dan jelas. Sekalipun hukum memenuhi harapan
masyarakat dan mendapat dukungan, hukum tersebut tidak serta merta dapat
bg"rjalan dengan baik tanpa dukungan aparat penegak hukum yang bekerja keras
Létuk menegakkan pelaksanaan hukum. Hal terakhir inilah yang sering
d%eluhkan oleh masyarakat Indonesia, aparat sepertinya dapat dipengaruhi oleh

=]
ugsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan

ot
wn
dan materi, untuk gambaran penegak hukum sendiri masih terkesan lemah.?

Negara Indonesia melaksanakan peran hukum sebagai kontrol sosial guna

nciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, tidak

ué[ng jo A

[~

epas dari falsafah Pancasila yang menghendaki tercapainya keadilan sosial

jife

% Satjipto Rahardjo, “Hukum dan Perubahan Sosial”, (Bandung: Alumni, 1983), h. 35.
* Ali Aspandi, “Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh
zdakpasnan” (Surabaya: LeKSHI, 2002), h. 55.
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®H ©

1 seluruh rakyat Indonesia. Menurut hukum Pancasila, keadilan sosial harus

s menerus diusahakan, dengan kata lain, peranan hukum sebagai kontrol sosial

1d B

&

tidak hanya sekedar menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas masyarakat,

Iwl

t épi lebih dari itu, yaitu diarahkan pada cita-cita untuk mencapai kesejahteraan

8

n

masyarakat Indonesia.”> Peran hukum sebagai alat kontrol sosial melibatkan

N

nggara untuk menjalankannya juga. Oleh karena itu, peran eksekutif dan legislatif
d%am membuat peraturan hukum menjadi sangat penting dan dominan karena
nggara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warganya.

} Selanjutnya dipelopori oleh seorang ahli bernama Mochtar Kusumaatmaja,
di masa pemerintahan Presiden Soeharto, di Indonesia pernah populer istilah
hukum sebagai alat pembangunan (a tool of development), saat itu sektor hukum
yang sangat diupayakan ikut mensukseskan pembangunan.?® Pembangunan yang
dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu keniscayaan karena dengan
pgmbangunan tersebut kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

Hukum berperan dalam mengendalikan pembangunan. Peranan hukum

sébagai alat pengendali pembangunan sangat dominan, baik pada masa persiapan,

lllg.]S[ o}e

iatan produksi, maupun pendistribusian, dan kemudian hasil-hasil

T o

bangunan tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.?’

2

% Ida Bagus Sudharma, “Kontrol Sosial: Sifat dan Sanksi sebagai Sarana Kontrol Sosial”,
am Jurnal Vyavahara Duta, Vol. 13 No. 1, (2018), h. 27.
% Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau
rekayasa Masyarakat”, Dalam Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 3 No. 1, (2017), h. 78.
" Dwi Ratna, “Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian
NAsional ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kenyataan”, Dalam Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 26 No. 2,
(2b19), h. 238.

glseﬁgueq [nS jo Ajisx
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Teori Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak
Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan

indung, orang yang melindungi, alat untuk melindungi. Perlindungan yaitu

nwidio ¥y o

. . 28 .
tu proses, cara, dan perbuatan melindungi.” Secara umum, perlindungan

£

BN

arti mengayomi/melindungi sesuatu dari sesuatu yang membahayakan,
alnya terhadap suatu kepentingan, benda, atau produk. Lebih lanjut,
lindungan juga mencakup pengertian, perlindungan yang diberikan seseorang

ada orang yang lebih lemah.

Ny Bisns N

Perihal perlindungan hukum menurut beberapa pemikiran para ahli,
berbeda-beda pengertian antara satu dengan yang lain. Pendapat pertama yang
tertuang dari pemikiran Satjipto Rahardjo, memberikan arti bahwa perlindungan
hukum yaitu kegiatan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang
dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat
mgnikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.?® Pengertian kedua

f+¥]
tertuang juga gagasan dari C.S.T. Kansil, yang menyebutkan bahwa perlindungan

IS

hgkum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak

Rl

h&kum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari

u

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.30

o

Tidak jauh berbeda dengan pandangan kedua ahli di atas, Philipus M.

0 K181

}@‘djon membagikan tanggapannya mengenai definisi perlindungan hukum,

n

b'gfﬁwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau

%8 https://kbbi.web.id/perlindungan, diakses pada tanggal 17 November 2023, pukul 20:44

yifedqu

% Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, Op. Cit, h. 54.
% CS.T. Kansil, “Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, (Jakarta: Balai

Pustaka, 1989), h.102.
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©

rg;lmberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-
-~

pBrangkat hukum.*! Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23
@)

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, arti
3

p&lindungan hukum ialah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa
e
affian kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga
Z

sé@ial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara
w
maupun berdasarkan penetapan pengadilan.®

m . . .
o>  Maka dapat disimpulkan bahwasannya perlindungan hukum merupakan

c

perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berupa tindakan hukum yang
bersifat preventif (pencegahan) dan represif (pemberian sanksi), baik tertulis
maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan
gambaran fungsi hukum, suatu konsep yang dengannya hukum dapat memberikan
keadilan, ketertiban, kepastian, kemaslahatan, dan kedamaian.

Pada masa era globalisasi seperti saat ini, tentunya tidak dapat dipungkiri

7))
Y
bahwa penegakan hak asasi manusia sudah kian berkembang. Perihal
@
pgrlindungan hukum terhadap perempuan, terlebih pula jika melihat stigma

D

tQEhadap seksualitas perempuan, sepertinya masih kuat dan berakar dalam budaya

u

bgfmasyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat
ot

3! Philipus M. Hadjon, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, (Yogyakarta: Gajah
da University Press, 2011), h. 10.

%2 Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004
Némor 95; Tambahan Lembaran Negara 4419 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

angga.

JeAd ueyng jo Aj18
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©
p%rempuan tidak mudah untuk dapat mengakses hak-haknya, baik ketika

A

miAsyarakat maupun aparat memposisikannya sebagai korban kejahatan.*®

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu peristiwa dalam realitas

Iw eyd

sosial kehidupan. Seluruhnya merupakan hasil konstruksi realitas sosial budaya

N 3g

masyarakat, dimana kekerasan terjadi sebagai wujud dari nilai-nilai dan budaya

N

pgfriarki yang ada pada fakta sosial.** Nilai-nilai tersebut meresap ke dalam
w
sfiuktur sosial masyarakat sehingga mengurangi peran dan kedudukan perempuan,

mienjadikan perempuan berada pada tingkat paling rendah. Pandangan demikian
c

berasumsi bahwa kekerasan dibangun oleh suatu pandangan nilai yang melahirkan
atau memproduksi pengetahuan yang tidak adil tentang peran dan kedudukan
perempuan.

Interaksi yang terjadi di masyarakat antara laki-laki dan perempuan selalu
mengedepankan simbol-simbol kekuatan fisik bagi laki-laki, dan perempuan

dignggap sebagai makhluk yang lemah sehingga banyak perempuan yang menjadi

k;:rban kekerasan.® Ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan
ng—enyebabkan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di rumah, di
tfglpat kerja, maupun di masyarakat pada umumnya. Jenis kekerasan ini dapat
te%adi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, seksual, ekonomi,
-

wn
Qélitik, dan psikologis. Jenis-jenis ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok,

=
a@i bahkan negara.
=

uef]

% Anggun Lestari Suryamizon, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan
Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, Dalam Marwah: Jurnal
Pgrempuan, Agama, dan Jender, Vol. 16 No. 2, (2017), h. 115.

= % Sakina Ade Irma. “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”, Dalam Share: Social
Work Journal, Vol. 7 No. 1, (2017), h. 71-80.

~ % Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, “Kekerasan Terhadap Perempuan”, (Bandung:
P@. Refika Aditama, 2010), h. 129.
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Kekerasan terhadap perempuan berdampak pada perempuan tertentu,

?xw@

asuk perempuan minoritas, perempuan dari komunitas adat, pekerja migran,

erja rumah tangga, perempuan miskin di perkotaan dan pedesaan, anak

1w d

empuan, perempuan penyandang disabilitas, perempuan lanjut usia, dan

ARl

pengungsi. Realita sosial yang terjadi saat ini, masih terdapat kesenjangan di
=

b‘ic’dang hukum, termasuk dalam persoalan kekerasan terhadap Perempuan. Tidak
w
ada penegakan hak asasi manusia yang memadai melalui sistem perlindungan
A
hgkum, termasuk perlindungan perempuan yang menjadi korban kekerasan.
(=

Substansi, struktur, dan budaya adalah beberapa variabel yang memengaruhi
proses penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah salah satu
undang-undang yang saat ini berlaku.*®

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Sgksi dan Korban memberikan perlindungan kepada perempuan.37

=
<]

struktur sosial menimbulkan masalah lebih lanjut. Fakta bahwa masyarakat dan

e
w

lgnbaga penegak hukum mengakui kekerasan yang dilakukan terhadap

Namun,

[y

p'éempuan tidak sepenuhnya mencerminkan pemahaman sensitif gender, serta
=

d%l'am beberapa kasus, mereka tidak sepenuhnya memberikan dukungan kepada

-
wn

Qéirempuan yang menjadi korban. Sebagian besar orang percaya bahwa kekerasan

o
t@hadap perempuan hanya berupa kekerasan fisik. Seringkali tidak diakui bahwa

% Anika Sukma Wanda, “Perlindungan Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Konteks
Asasi Manusia”, Dalam Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol. 1 No. 1, (2023), h. 25.

%" Budiman, Haris dan Gios Adhyaksa. “Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Di Polres Kuningan)”, Dalam
IFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, (2015), h. 21.

im{g uejn
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©

k%wrasan terhadap perempuan juga dapat berupa kekerasan non-fisik, seperti

A

kEkerasan psikologis, sosial budaya, ekonomi, dan politik.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Perempuan

lw eyd

dEpat dilhat dari berbagai peraturan berikut ini:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

3) Pernyataan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan;

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;

5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Eliminasi Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;

6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
dan Korban.*®

Nely exsns NIN

Terciptanya Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan atau
Komnas Perempuan adalah sebuah mekanisme nasional untuk memperbaiki
penegakkan Hak Asasi Manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan lahir
dari perjuangan gerakan perempuan Indonesia dan merupakan respon pemerintah
Ifldonesia terhadap tuntutan gerakan perempuan atas tanggung jawab negara

-~

o
t%nhadap peristiwa kekerasan perempuan saat terjadinya konflik dan kerusuhan

B

Mei 1998.

=2

g Presiden Habibie meresmikan pembentukan Komnas Perempuan melalui
:-

Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998, yang kemudian diubah menjadi
wn

Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005.%° Pembentukan Komnas Perempuan
o

Lo o

bgi'dasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 adalah, “Dalam
=

=)

JJ

L< % Nur Rochaety, “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan

K'orban Kekerasan di Indonesia”, Dalam PALASTREN: Jurnal Studi Gender, Vol. 7 No. 1, (2016),
h24.

~ % Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di
Ina;slonesm” Dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 4, (2015), h. 728.
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21

rnggka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan

=

setta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap
@)

}

Adapun tujuan dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 2 adalah untuk:

Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala
bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi
manusia perempuan di Indonesia;

Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk
kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi
manusia perempuan.

perempuan”.
3
=
= a)
=
%))
(=
» b
-~
)
s
QO
(=

Komnas Perempuan juga merupakan suatu lembaga negara yang bersifat

tidak terikat/independen. Adapun tugas dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 4

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 adalah:

a) Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan Indonesia dan  upaya-upaya pencegahan  dan
penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan;

b) Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen

g.? internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia
o perempuan;

— C) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan
= pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap
= perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta
) penyebarluasan hasil

g d) Pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang
=4 mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;

® e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga
s legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna
< mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan
2 kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan
éﬂ penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
. Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi
= manusia perempuan;

w»» ) Mengembangkan kerja sama regional dan intemasional guna
é meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala
2

b

@ “Ibid,h.729.

=

£

p+¥]

o
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bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan,
penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuam.41

Selanjutnya perihal perlindungan hukum anak. Menurut Pasal 1 ayat 5

dang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian

115w e1dio yeH o

k adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah,

NI

t%masuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi
k%:)entingannya”.42 Undang-undang tersebut menekankan bahwa anak-anak
m@ncakup orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun dan orang-orang yang
bglum menikah (termasuk mereka yang masih dalam kandungan).

UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai
dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan
bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun). Secara
umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai
suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara

7))
sgbrang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan

o—
nfaupun di luar perkawinan.®
po¥]

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

N oruw

P@radilan Pidana Anak (SPPA), menyebutkan bahwa definisi anak adalah orang

oA

y@r_lg dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 sampai 17 tahun dan

A

belum pernah kawin. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan batas umur

ue{ng

! Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005, tentang
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

f *2 Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat

e
A “ Fransiska Novita Eleanora, dkk, “Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan
Pgrem uan”, (Malang: Madza Media, 2021), h. 23.

/4 g
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©
ag:Fak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8

=

tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.*
@)

= Kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dilihat dari
=
p%faksanaan hukum perdata, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak
s

ditihat dari persoalan-persoalan hak dan kewajiban. Permasalahannya meliputi
Z

hgk asuh orangtua, pengakuan sahnya anak, penolakan sahnya anak, perwalian,
w
mgsa pendewasaan anak, serta adopsi. Hukum pidana sebaliknya, menangani

sggala bentuk masalah pertanggungjawaban pidana.
(=

Salah satu pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang SPPA, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-
hak anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai

kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang

45

berhadapan dengan hukum.™ Terkadang anak mengalami situasi sulit yang

mgmbuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Anak perlu
Y
mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan
@

ying cepat, arus globalisasi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian

E.

oaangtua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan

u

nrasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.*

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35

A}1813

n 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian mengenai

* Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012
mor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1).

® Anggun Lestari Suryamizon, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan
szempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, Op. Cit, h. 117.

“ Nasir Djamil, “Anak Bukan Untuk di Hukum ", (Jakarta: Slnar Grafika, 2013), h. 58.

g ue;[n%—:o

I
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©

p%rlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
-~

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara
@)

—

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
=

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*’
e

= Perlindungan terhadap anak mestilah diberikan kepada setiap anak, baik

Z
dg}i orangtua yang merupakan orang terdekat dari anak, keluarga, dan yang paling

p%\ting untuk mendapatkan kepastian hukum adalah perlindungan yang diberikan
oﬁh pemerintahan dan instansi terkait lainnya. Hal ini akan sangat berdampak
pisitif guna pengurangan terjadinya kekerasan terhadap anak.*®* Upaya
perlindungan hukum terhadap anak dapat dimaknai sebagai upaya perlindungan
hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Serta berbagai
kepentingan yang juga berhubungan dengan kesejahteraan anak. Barda Nawawi

Arief menyatakan masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang

lipgkup yang sangat luas.*®

f+¥]

® Adapun asas-asas dalam perlindungan anak yang dikemukakan oleh
@

Vai'rjono Prodjodikoro, dapat diuraikan sebagai berikut:

UL

a) Asas Non Diskriminasi: Bahwa setiap orang berhak atas semua hak
dan kebebasan yang dinyatakan didalamnya, tanpa perbedaan apa pun,
seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik atau
pendapat lain, asal kebangsaan dan sosial, harta kekayaan atau
kedudukan lain.

Asas Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak: Bahwa semua tindakan
yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat,
badan legeslatif, dan badan yudikatif.

(=)
~

*" Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Op. Cit., Pasal 1 ayat (2).

: *® Anggun Lestari Suryamizon, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan
Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, Op. Cit, h. 118.
* Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
I-@kum Pidana”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h. 15.

11eAq uej[ng jo A}ISIaAru) d1

p. |
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@

g c) Asas Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan:
=~ Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh
2 negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

= d) Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak: Penghormatan atas hak-
= hak anak untuk untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya
= dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang
;: mempengaruhi kehidupannya.*

g Seorang ahli perlindungan anak, Peter Newel mengemukakan beberapa
agsan subyektif dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan
w

p&lindungan, yaitu:

A

o 1) Biaya untuk melakukan pemulihan (recovery) akibat dari kegagalan
(=

dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi
dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;

2) Anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas
perbuatan (action) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan
(unaction) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya;

3) Anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian
pelayanan publik;

4) Anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan
loby untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah;

5) Anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan
pentaatan hak-hak anak;

6) Anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.>

Teori Hak Hukum
Hukum dan hak asasi manusia seakan-akan seperti dua sisi mata uang

g tidak dapat dipisahkan. Hukum, norma, dan aturan merupakan pembinaan

n®rwersy 3Pess

ai-nilai kebaikan dan kebenaran yang bertujuan untuk menegakkan dan

IBEHI

w0 . . . .. . .
melestarikan kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Hak asasi manusia, merupakan
el

pgmbinaan nilai-nilai bagi manusia sebagai ciptaan Tuhan dan makhluk sosial.
W

=
J §1n Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan

Ad u

= %0 Andi Muhammad Sofyan & Andi Tenripadang, “Ketentuan Hukum Perlindungan Hak
Amak Jalanan Bidang Pendidikan”, dalam Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No. 2,
(20:17), h. 232.

5! Abdul Rahman, Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks
K;imersial (Malaysia: Universitas Kebangsaan Malaysia, 2015), h. 241.

p. |
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©
lg%gsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karena
-~

ifd, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini
@)
sffatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia.**

= Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
=

niendefinisikan arti Hak Asasi Manusia yaitu, seperangkat hak yang melekat pada
=

hgkikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
2]
migrupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi
A
ofegh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta

c
perlindungan harkat dan martabat manusia.

53

Umat manusia memiliki hak bukan karena diberikan kepadanya oleh
masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan
martabatnya sebagai manusia.>® Sebagai ciptaan Tuhan, manusia secara alamiah
memiliki hak-hak yang sifatnya kodrati. Hak itu adalah hak untuk hidup, hak
mglanjutkan kehidupan, hak memutuskan hidup, hak berpikir, hak berpendapat,
h§1< berekspresi, hak untuk tidak dibeda-bedakan, hak untuk tidak dihinakan, dan
sgterusnya Sementara sebagai mahluk sosial, manusia berhak untuk sehat, berhak
u&tuk berpendidikan, berhak untuk bekerja, berhak atas rasa aman, berhak atas

=]

p%r'lghidupan yang layak, berhak berinteraksi dengan orang lain, berhak atas
ot

wn
t\(%hpat tinggal, berhak atas identitas, dan masih banyak hak yang lain.”

o

L s

wn

=

g *2 Masyhur Effendi, “Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional
dan Internasional”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 3.

(o=

Indonesm Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Op. Cit., Pasal 1 ayat (1).
> Agung Yudhawiranata, “Hukum Hak Asasi Manusia”, (Yogyakarta: PUSHAM UII,
2 8) h. 1.

% Suparman Marzuki, “Hukum Hak Asasi Manusia”, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017),

nery uuin)]gue
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Hak-hak tersebut, yang ada secara alamiah maupun sosial, hanyalah hak

ral. Hak ini tidak mempunyai kekuatan pelindung selain kekuatan moral itu

db yey o

diri. Hak-hak tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum, jika telah

W)

nmenjadi norma atau kaidah hukum yang memuat perintah, larangan, dan sanksi.
-~

Hak asasi manusia yang telah diatur menjadi hukum akan bersifat mengikat dan
Z

hg}us dihormati, dilindungi serta ditegakkan oleh aparatur negara (polisi, jaksa,
w

d@n hakim).

m . . . . . . . .

o  Dengan demikian, kaitan hukum dan hak asasi manusia menjadi jelas.
(=

Hukum merupakan aturan yang memiliki kekuatan memaksa untuk mencegah dan
menegakkan pelanggaran hak asasi manusia.”® Dari konteks ini, hukum hak asasi
manusia dapat dirumuskan sebagai hukum yang memuat dan mengatur hak
kodrati serta kebebasan hak sosial manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk
sosial. Memiliki sifat memaksa agar ditaati dan juga mempunyai kekuasaan untuk
mgmberi sanksi kepada orang-orang yang melanggar hak asasi manusia.

Pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia secara substansial

a, sama-sama melanggar norma-norma atau kaidah-kaidah tentang larangan

m%lsl aje

lakukan kejahatan terhadap manusia, termasuk di dalamnya hak-hak manusia.

Bor

ncurian, perampokan, pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, penghinaan,

SIa@TU

Q<‘ cemaran nama baik, dan penipuan adalah tindakan melanggar norma-norma
o

a@i kaidah-kaidah yang mengatur tentang hak-hak manusia.”’
&

Selanjutnya, terdapat pula asas-asas umum hak asasi manusia diantaranya

agi menjadi tiga bagian yang paling utama, yaitu:

% Ibid, h. 5.
> Ibid.

Nery wisey| ;pe% uej[
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Persamaan di depan Hukum: Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin

Rule of Law yang diakui dalam konsep Rechstaat. Pasal 7 Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa semua orang

sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama

tanpa diskriminasi apapun. Prinsip persamaan di depan hukum

mengharuskan setiap orang sebagai manusia maupun sebagai

warganegara, wajib diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi atau

pembeda-bedaan berdasarkan agama, suku, bahasa, warna kulit dan

pilihan politik.

Praduga Tidak Bersalah: Di dalam dokumen internasional, asas praduga

tak bersalah ditemukan dalam Pasal 11 ayat (1) DUHAM yang

menyatakan, “Setiap orang yang dituduh melakukan perbuatan kriminal

mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah

menurut hukum”.

Hak untuk dianggap tidak bersalah”, yang meliputi 8 (delapan) hak, yaitu:

a. Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan;

b. Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan

pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukumnya;

Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda;

Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan;

e. Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak
mampu

f. Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawan dengan
yang bersangkutan;

g. Hak wuntuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang
bersangkutan;

h. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau
hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

Kesetaraan: Kesetaraan sebagai satu kesatuan dari persamaan di depan

hukum dan non diskriminasi meletakkan manusia sebagai subjek hukum

yang sama dengan manusia lain. Ia harus dihormati, dihargai, dilindungi

dan dipenuhi hak-hak dan kebebasannya sebagai mahluk Tuhan dan

mahluk sosial yang setara satu sama lain.”®

oo

Perihal pemenuhan hak anak sendiri merupakan suatu tanggung jawab

tua terhadap kesejahteraan anak, meliputi kesehatan, pendidikan,

binaan atau pembentukan kepribadian, hal ini lah yang merupakan timbulnya

nery wisel jueds ugym

%8 Ibid, h. 18-22.
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©

hgk-hak anak.>® Anak-anak mempunyai hak asasi manusia yang sama yang
-~

melekat dan tidak dapat dipisahkan dari seluruh anggota manusia. Hak-hak anak
@)

—

nrupakan sarana untuk melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi dan

bentuk-bentuk perlakuan salah lainnya.
-~

S Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

=
P‘é}lindungan Anak, seluruh anak yang berada dalam pengasuhan orangtua, wali,
w

afgu pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka, berhak untuk

di?indungi dari perlakuan:

c

Diskriminasi

Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
Penelantaran

Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
Ketidakadilan, dan

Perlakuan salah lainnya60

S 00T

Ada 31 hak anak yang disarikan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

a. Hak untuk:

Bermain;

Berkreasi;

Berpartisipast;

Berhubungan dengan orangtua bila terpisahkan;
Melakukan kegiatan agamanya;

Berkumpul;

Berserikat;

Hidup dengan orangtua;

Kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.

CoNO~WNE

Hak untuk mendapatkan:
10. Nama dan identitas;
11. Ajaran agama;

12. Kewarganegaraan,
13. Pendidikan;

14. Informasi;

% Arief Gosita, “Masalah Perlindungan Anak”, (Yogyakarta: Liberty, 1991), h. 21.
% Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Op. Cit., Pasal 13 ayat (1).

nery wisey jraeAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)81S
O



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
I

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

30

15. Standar kesehatan paling tinggi;
16. Standar hidup yang layak.
c. Hak untuk mendapatkan perlindungan:

17. Pribadi,

18. Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang;

19. Dari perampasan kebebasan;

20. Dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi;

21. Dari siksaan fisik dan non fisik;

22. Dari penculikan, penjualan, dan perdagangan atau trafficting;

23. Dari eksploitasi seksual;

24. Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan;

25. Dari eksploitasi pekerja anak;

26. Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat
terpencil;

27. Dari pemandangan/keadaan yang menurut sifatnya belum layak
untuk dilihat oleh anak;

28. Khusus dalam situasi genting/darurat;

29. Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur;

30. Khusus jika mengalami konflik hukum;

31. Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial.®*

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

Kewajiban anak sendiri, tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002, sebelum digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak, yang meliputi:

Menghormati orang tua,

Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
Mencintai tanah air, bangsa dan negara.

Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.®?

orwdPE

; Penelitian Terdahulu

Guna memberikan perbandingan terhadap penelitian ini, beberapa

Kyrsxaattdn srureysy ajesg

elitian yang telah terlebih dahulu dilakukan secara tidak langsung dapat

&

adikan referensi, penelitian-penelitian tersebut adalah:

Ks ueyrls j

1 M. Asrorun Ni’am Sholeh dan Lutfi Humaidi, “Panduan Sekolah & Madrasah Ramah
k”, (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 25.

%2 Andi Muhammad Sofyan & Andi Tenripadang, “Ketentuan Hukum Perlindungan Hak
k Jalanan Bidang Pendidikan”, Op. Cit, h. 234.

'
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©
1.% Rajul Andrami, -(2016) Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah

=

© Terhadap Penanganan Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Kuantan Singingi.

w eyd

2= Novita Sari, -(2012) Implementasi Kewajiban Dan Tanggung Jawab Dinas
-~
< Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2003

e
(CD Di Pekanbaru

3.% Khairul Ambri K, -(2009) Efektifitas Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas
gSosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1)
} Undang-Undang Dasar 1945 (Tinjauan Sosiologis Anak Terlantar Di

Kecamatan Sail Kota Pekanbaru).s?’

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada skripsi
yang secara khusus membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak korban
teplantar di Kota Pekanbaru. Bisa dilihat pada judul pertama bahwasannya peneliti
n::elihat peran KPAI daerah terhadap anak terlantar, yang mana fokusnya pada
iﬁ:r;tansi KPAI dan diteliti di daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
= Judul kedua pun juga hampir sama dengan judul pertama, sama-sama

lihat pelaksanaannya, untuk judul kedua ini terfokus pada dinas sosial yang

SIB%IUH D

snangani anak terlantar tersebut, dan dapat dilihat secara langsung bahwasannya

AP

o

j@ul kedua menggunakan dasar hukum yang belum diperbaharui, yakni UU
&

I\Emor 23 Tahun 2003. Sedangkan untuk judul ketiga, mengambil fokus pada
=1

difias sosial dan pemakaman yang ada di kota Pekanbaru, dengan dasar hukum

%3 Aplikasi Database Katalog Penelitian Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

nery wrsey jure
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@
y%ng juga berbeda dengan judul penulis, yakni menggunakan dasar hukum
-~

bErdasar Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

©
= Sedangkan untuk penelitian terdahulu yang juga sama-sama terfokus pada
3

p&lindungan hukum korban anak terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas

b

P%mberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, walau penulis
j@a meneliti di tempat yang sama, masih ada perbedaan yang mendasar antara
p?@elitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian terdahulu, yaitu
terletak pada perbandingan yang akan penulis lakukan. Penulis melanjutkan
pge:nelitian terdahulu dengan cara membandingkan kinerja dinas terkait dari tahun
lalu dengan tahun sekarang, apakah program yang mereka terapkan telah efektif
terhadap pelaksanaan perlindungan hukum anak terlantar Melihat apakah pada

tahun ini, adanya program baru yang dilaksanakan terkait pembahasan penelitian,

yang bisa saja belum diterapkan di tahun lalu.
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BAB III

METODE PENELITIAN

— Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris.

NIn Y Rw eydio yeq o

Penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian yang berdasar pada realitas

SN

ag)au kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Alasan peneliti
n?ngambil jenis penelitian hukum empiris karena penelitian ini akan dilakukan
d%ngan melihat aspek hukum dalam suatu peraturan yang kemudian akan
dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan
hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar berdasarkan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer yang

7
d%apatkan perlu terjun secara langsung dengan melalui penelitian langsung dari
lgsangan untuk melihat sisi sosiologis dari permasalahan yang akan diteliti.**
P%lelitian bersifat deskriptif, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan

y%ng berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.
(1°]

I?gmikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang
e

bérkenaan dengan penelitiannya.65

AS uejing

® Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, (Jakarta: PT. Sinar Grafika,

[\

neny wisey jife
o]
\.’J‘
oo

8 Zainuddin Ali, “Metodologi Penlitian Hukum ", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 31.
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Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam metode empiris ini adalah

gan melaksanakan identifikasi hukum, yaitu menilai dampak hukum dan

mengungkapkan kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas sosial.*®

yR1w@idio ¥ o

CE Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilaksanakan yaitu di Dinas

SNg N

Pgmberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru,
bglokasi di JI. Abdul Rahman Hamid, Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan
Tinayan Raya-Pekanbaru, melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru yang beralamat di JI. Tiung
Nomor 56, Kampung Melayu, Sukajadi, Pekanbaru, Riau, dengan kode pos
28122. DP3A melalui UPT PPA merupakan salah satu contoh lembaga dalam
penanganan kasus kejahatan yang menimpa perempuan dan anak, berbasis di
dgerah provinsi maupun kabupaten atau kota. DP3A berdiri guna dapat membantu

f+¥]
korban, baik perempuan dan anak untuk kembali mendapatkan hak-hak mereka

w

ygng telah direbut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Eg Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi yaitu keseluruhan dari subjek yang akan diteliti. Populasi

juga merupakan wilayah generalisasi yang memiliki kuantitas dan

karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

Ag ue}ng jo A}IsI3AIU

% Ani Purwati, “Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek, (Surabaya: CV. Jakad Media
lishing, 2020), h. 11.

ge3 jrie
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©

g ditarik kesimpulannya.®” Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas
-~

© Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Unit Perlindungan

Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

(ox
02
=
=]
[©)
—_—

Sampel yaitu bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan

Y e)Ysng Nin A!lw eyd

* tertentu. Digunakan apabila jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit,

nel

cara penentuannya adalah peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel
dalam penelitiannya.®® Hal ini berarti, pengambilan sampel secara purposive
sampling yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus sesuai
dengan tujuan penelitian dan mengarah pada data yang dibutuhkan. Dimana,
karakteristik untuk penelitian ini hanya terfokus pada para pegawai yang
berada di bagian perlindungan anak yang berkaitan dengan penanganan anak
terlantar.

Adapun sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3. berikut ini.

(g uelng Jo AJISIdATU) dTUWR[S] 3}B)§

g_ " Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Petsada, 2007). H. 21,

~ % Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University
Piess, 2020), h. 94.

I
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Tabel 1.3
Populasi dan Sampel

=

Responden Populasi Sampel Presentase

=

Kepala Unit 1 Orang 1 Orang 100%
Pelaksana Teknis
PPA Kota
Pekanbaru

no

Kasubag Tata 1 Orang 1 Orang 100%
Usaha Unit
Pelaksana Teknis
PPA Kota
Pekanbaru

w

Staff 8 Orang 4 Orang 50%
Perlindungan
Perempuan dan
Anak Kota
Pekanbaru

neiy e)sns NiN Y11w elded seH o

Jumlah 10 Orang 6 Orang

Sumber: Olahan data penelitian 2024.

E. Data dan Sumber Data
a. Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat
dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap anak terlantar khususnya
di Kota Pekanbaru. Adapun pihak yang terlibat yaitu pegawai Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Unit Pelaksana
Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.
b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh
peneliti secara tidak langsung. Data yang didapatkan berasal dari bahan-bahan
hukum yang memberi penjelasan mengenai data primer. Penelitian
mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan

berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)©1S
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Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, peraturan perundangan, dan lain

. sebagainya.” Data sekunder dapat diperoleh melalui:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat
mengikat, berupa Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh
melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada
sebelumnya serta memiliki hubungan erat dengan masalah yang dibahas
dalam penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan
penelitian yang relevan terkait penelitian ini, termasuk diantaranya skripsi,
tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, dan buku yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti.
3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih
dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan
bidang hukum. Seperti kamus umum dan website sepanjang memuat

informasi yang relevan.

~

nery wisey
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% Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian (Filsafat, Teori Dan Praktik)”,

pok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 215.
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©
I'—i,[ Teknik Pengumpulan Data

-~
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan

e

@)

pengamatan langsung ke lapangan dan yang akan menjadi objek penelitian. Maka
=

dari itu, untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik

n

pengumpulan data sebagai berikut:
=

S
QD
:
o
5
8
S

Dalam pengumpulan data primer untuk penelitian ini, teknik yang

Y Bysn

" digunakan adalah wawancara, yaitu dengan melakukan interaksi langsung

nel

antara peneliti dan responden pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pekanbaru untuk mengetahui hal-hal apa saja yang
akan mereka lakukan terhadap upaya perlindungan hukum yang diberikan
kepada anak terlantar, agar kedepannya hal-hal seperti ini dapat diatasi dengan
baik. Serta mengetahui juga hambatan-hambatan yang dialami dinas terkait

terhadap penanganan kasus anak terlantar.

7
L

= :

@ b. Observasi

@,

g Observasi merupakan salah satu cara yang sitematik dan selektif dalam
E mengamati dan mendengarkan fenomena atau interaksi yang terjadi. Dalam
=]

= hal ini peneliti tidak terlibat secara langsung tentang bagaimana perlindungan
ot

wn

5-‘ hukum yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
o

L)

Anak Kota Pekanbaru terkait kasus anak terlantar di Kota Pekanbaru. Namun,

peneliti melakukan pengamatan secara langsung.

nery wisey JieAg uejng
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c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis

maupun pengambilan gambar setiap momen yang mengandung penjelasan dan

lw ejdio yeH 6

keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai

b

= dengan masalah penelitian.
=

& Analisis Data
w
~  Analisis data yang penulis laksanakan pada penelitian ini menggunakan
A

agalisis kualitatif, di mana penulis tidak hanya menganalisa data sekunder, tetapi
(=
juga menganalisa data primer dari hasil penelitian lapangan (field research).
Metode analisis kualitatif yang penulis gunakan dilihat dari apa yang

dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan, kemudian dicatat

berdasarkan fakta yang ada di lapangan.
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& BAB Y
-~
2 PENUTUP
©
A’ Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan

En siiiw

um terhadap anak terlantar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

lindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan dengan

snds N

optimal. Dalam pengujian peraturan yang berlaku, dilihat pada pasal 53 ayat (1)
[ﬁdang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa
pge:merintah maupun pemerintah daerah belum mencukupi anggaran terhadap
pelayanan rujukan di Rumah Aman bagi anak korban penelantaran. Pelayanan
rehabilitasi oleh konselor psikologi masih minim diterima oleh korban karena
kurangnya tenaga ahli. Serta pihak DP3A melalui UPT PPA kurang cepat tanggap

dalam memberikan mekanisme setelah mendapati pengaduan dari pelapor.

Pglaksanaan proses pengaduan yang dilakukan oleh pelapor terkait kasus

e}

penelantaran anak cenderung memakan waktu yang lama.

Adapun faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan

Turefs

h&kum terhadap anak terlantar oleh DP3A Kota Pekanbaru karena minimnya

D

u

sg:lfnber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan lapangan, terbatasnya jumlah
-

Q%‘gawai konselor hukum, konselor psikologi dan petugas assessment. Kemudian,

S?@t anak korban penelantaran sulit untuk dibina oleh pihak DP3A, serta tidak

n%tdahnya penindak lanjutan proses perlindungan hukum yang akan diberikan jika

lc%%idaksediaan orangtua maupun kerabat untuk menempatkan anak korban
=

penelantaran yang dilakukan oleh mereka pada Rumah Aman, terakhir juga

58
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©

d,g:%ebabkan saat pelapor yang memberikan pengaduan terkait kasus penelantaran
-~

altak menjadi tidak pro-aktif dengan pihak DP3A.

©
BY Saran
=
= Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar oleh Dinas
=

P%mberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit
=

P‘élaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

a%ar berjalan lebih baik lagi, penulis memiliki beberapa saran:

lg! Bagi DP3A dan UPT PPA kota Pekanbaru yang paling utama agar dapat

} membangun kedekatan kepada orangtua maupun kerabat anak korban
penelantaran jika ada, dan masyarakat sekitar bahwa DP3A melalui UPT PPA
Kota Pekanbaru siap sedia melayani mereka yang mempunyai pengaduan.
Memberikan sosialisasi terbuka bagi masyarakat awam agar lebih aktif ikut
serta dalam pelaksanaan perlindungan hukum kasus penelantaran terhadap

o anak bersama dengan DP3A. Kemudian juga dapat membentuk perlindungan,

bimbingan konseling, serta bantuan hukum bagi anak korban penelantaran

lebih kuat lagi. Membangun pula keakraban dengan anak korban penelantaran

secara kompeten.

ATU ) DTWR]S] 3}e)

N

Bagi Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana

Aj1sIa

“ terutama menambahkan jenis kendaraan operasional yang mendukung

jo

& kegiatan-kegiatan dilapangan serta dapat juga meningkatkan anggaran guna

r—

peningkatan kualitas pelayanan bagi operasional Rumah Aman dan Panti

uejn

2 Asuhan Negara. Mengadakan pelatihan khusus atau meningkatkan kapasitas

1IeA

kepada para petugas, dan juga meningkatkan tenaga ahli yang memumpuni di
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Serta masyarakat diharapkan untuk semakin aktif dalam pemenuhan hak-hak
perempuan dan anak terutama dalam kasus penelantaran anak untuk langsung

bidangnya sepeti dalam bidang konselor hukum dan petugas assesment

sehingga pelayanan terhadap korban dapat berjalan dengan baik.
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Wawancara rumusan masalah pertama, Bagaimana
pelaksanaan  perlindungan ~ hukum  di ~ Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekanbaru terhadap anak terlantar di Kota Pekanbaru
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak?

a. Wawancara Ibu Ria Dina Srikadarini selaku
kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan
Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru
1) Apa pengertian atau kriteria dari anak

terlantar menurut DP3A atau pendapat Ibu

sendiri?

2) Bagaimana pelaksanaan prosedur
perlindungan hukum terhadap anak terlantar
yang dilaksanakan DP3A melalui UPT PPA
Kota Pekanbaru?

3) Bagaimana mekanisme anak  korban
penelantaran dapat sampai pada layanan
rumah aman?

b. Wawancara Ibu Rusita selaku kepala sub bagian
tata usaha perlindungan perempuan dan anak
Kota Pekanbaru
1) Apa definisi atau kriteria anak terlantar

menurut pendapat Ibu?

2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum
yang diberikan DP3A terhadap anak terlantar
jika anak terlantar sejak awal sudah hidup
sebatang kara tanpa memiliki sosok orangtua
maupun kerabat dekat?

c. Wawancara Pegawai Perlindungan Perempuan
dan Anak Kota Pekanbaru
1) Ibu Rizqah Zikrillah Aulia selaku konselor

hukum perlindungan perempuan dan anak

Kota Pekanbaru

a) Apa kriteria dari anak terlantar menurut
DP3A dan menurut Ibu?

b) Bagaimana cara melaporkan pengaduan
kepada pihak DP3A jika terjadinya kasus
penelantaran terhadap anak?

C) Bagaimana mekanisme perlindungan
hukum yang diberi DP3A melalui UPT
PPA ini terhadap anak korban
penelantaran?

2) Ibu Riska Dwi Wahyuni selaku petugas
assesment perlindungan perempuan dan anak

43-44

49-50

50-51

45

52

44

47

48
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Kota Pekanbaru
a) Apa pengertian dari anak terlantar
menurut Ibu sendiri?
3) Ibu Yuli Purnama Sari
a) Bagaimana pelaksanaan perlindungan
hukum yang diberikan DP3A melalui
UPT PPA terhadap anak korban
penelantaran?
Wawancara rumusan masalah kedua, Bagaimana
hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar di Kota
Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

a. Wawancara Ibu Ria Dina Srikadarini selaku
kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan
Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru
1) Apakah ada kendala yang terjadi saat

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
anak terlantar di DP3A melalui UPT PPA
ini?

2) Apa saja kendala atau hambatan yang sering
terjadi dalam pelaksanaan perlindungan
hukum terhadap anak terlantar di DP3A
melalui UPT PPA ini?

b. Wawancara Ibu Rusita selaku kepala sub bagian
tata usaha perlindungan perempuan dan anak
Kota Pekanbaru
1) Apa saja hambatan yang dirasakan pihak

UPT PPA terkait pelaksanaan perlindungan
hukum terhadap anak terlantar?

c. Wawancara Pegawai Perlindungan Perempuan
dan Anak Kota Pekanbaru
1) Wawancara Ibu Rizqah Zikrillah Aulia

selaku konselor hukum PPA Kota Pekanbaru

a) Apa hambatan atau kendala yang terjadi
saat pelaksanaan perlindungan hukum
yang dilakukan DP3A melalui UPT PPA
Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar?

2) Wawancara Ibu Riska Dwi Wahyuni selaku
petugas assesment Perlindungan Perempuan
dan Anak Kota Pekanbaru
a) Apa kendala yang terjadi dalam

pelaksanaan perlindungan hukum yang
dilakukan pihak DP3A melalui UPT PPA

71
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55-56

46, 53, 57
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anak

terhadap

melalui UPT PPA dalam pelaksanaan
Daftar Data Sekunder

perlindungan  hukum

a) Apa hambatan yang ditemui pihak DP3A
terlantar?

terhadap anak terlantar?
3) Wawancara Ibu Yuli Purnama Sari

= 2.| Observasi
3.| Dokumentasi

Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

l
z

© Hak cipta mil

U.\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(U A= 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

= = a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
"h_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ORSOER XAl 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Jenis Data

Halaman

[N

nery exysng Nin y!jlw eydio AR ©

b.

.| Bahan Hukum Primer
a.

Undang-Undang Dasar
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi
Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di
Lingkungan Kepolisian RI

Republik

22

22,26

17
19
23

3,4,24,29,45,46,47,
50,51,53,59

22

43

.| Bahan Hukum Sekunder
a.

Skripsi

1) Rahman, Abdul. “Perlindungan
Hukum  Terhadap Anak Korban
Eksploitasi Seks Komersial”. Skripsi:
Universitas Kebangsaan Malaysia,
Malaysia, 2015.

Jurnal

1) Anggraini, Nadiya Wanti & Dadang
Mashur. 2022. “Collaborative
Governance Dinas Sosial Provinsi
Riau dalam Menangani Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)”. Dalam Journal of Social
and Policy Issues. Vol. 2 No. 1.

2) Ashady, Suheflihusnaini dan Abdul
Hasan. 2021. “Kebijakan Rumah
Aman Bagi Anak Korban Kekerasan
dalam Rumah Tangga”. Dalam Jurnal
Fundamental Justice. Vol. 2 No. 1.

3) Budiman, Haris, dan Gios. 2015.
“Implementasi Penerapan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006

25

56

19
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban (Studi di Polres Kuningan).
Dalam UNIFIKASI:  Jurnal Ilmu
Hukum. Vol. 2 No. 1.

Cibro, Hamdani dkk. 2021.
“Perlindungan  Hukum  Terhadap
Anak Korban Terlantar Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak
(Studi Kasus Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Utara)”. Dalam
Jurnal Hukum Kaidah. Vol. 21 No. 3.
Irma, Sakina Ade. 2017. “Menyoroti
Budaya Patriarki di Indonesia. Dalam
Share: Social Work Journal. Vo. 7
No. 1.

Kania, Dede. 2015. “Hak Asasi
Perempuan dalam Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia.
Dalam Jurnal Konstitusi. Vol. 12 No.
4.

Lathif, Nazaruddin. 2017. “Teori
Hukum Sebagai Sarana/Alat untuk
Memperbaharui atau Merekayasa
Masyarakat”. Dalam Jurnal Pakuan
Law Review. Vol. 3 No. 1.

Manurung, Disya Anggreni &
Harapan Tua Ricky F.S. 2021.
“Kinerja ~ Dinas = Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekanbaru. Dalam Jurnal
Niara. Vol. 14 No. 2.

Permana, Asmi Faiz & Septi Nur
Wijayanti. 2022. Peran Negara dalam
Melindungi Hak Konstitusional Anak
Terlantar di Indonesia. Dalam Jurnal
Media of Law and Sharia. Vol. 3 No.
3

10) Ratna, Dwi. 2019. “Hukum dalam

Mendorong Dinamika Pembangunan
Perekonomian Nasional”. Dalam
Jurnal llmiah Hukum. Vol. 26 No. 2.

11) Roechaety, Nur. 2016. “Menegakkan

HAM Melalui Perlindungan Hukum
Bagi Perempuan Korban Kekerasan

18

21

15

39,40

15

20
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di Indonesia”. Dalam PALASTREN:
Jurnal Studi Gender. Vol. 1 No. 1.
12) Shalihah, Fithriatus &  Oksep

Adhayanto. 2016. “Hukum, Moral,
dan Kekuasaan dalam Telaah”.
Dalam Jurnal Fiat Justisia. Vol. 10

No. 4.

13) Sinulingga, Eva Agustina, dkk. 2024.
“Peran  Unit Pelaksana  Teknis
Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam
Perlindungan  Terhadap  Korban
Kekerasan Seksual”. Dalam Jurnal
Prosiding SEMNASHUM Universitas
Lancang Kuning. Vol. 1 No. 1.

14) Sofyan, Andi Muhammad & Andi
Tenripadang.  2017.  “Ketentuan
Hukum Perlindungan Hak Anak
Jalanan Bidang Pendidikan”. Dalam
Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum.
Vol. 15 No. 2.

15) Sudharma, Ida Bagus. 2018. “Kontrol
Sosial:  Sifat dan Sanksi Sebagai
Sarana Kontrol Sosial”. Dalam
Jurnal Vyavahara Duta. Vol. 13 No. 1.

16) Sukadi, Imam. 2013. “Tanggung
Jawab  Negara Terhadap Anak
Terlantar dalam  Operasionalisasi
Pemerintah di Bidang Perlindungan
Hak Anak”. Dalam de Jure Jurnal
Syariah dan Hukum. Vol. 5 No. 2.

17) Suryamizon, Anggun Lestari. 2017.
“Perlindungan  Hukum  Preventif
Terhadap Kekerasan Perempuan dan
Anak dalam Perpektif Hukum Hak
Asasi  Manusia. Dalam Marwah:
Jurnal Perempuan, Agama, dan
Jender. Vol. 16 No. 2.

18) Tang, Ahmad. 2019. “Hak-Hak Anak
dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak”.
Dalam Jurnal Pendidikan Islam. Vol.
2 No. 2.

19) Wanda, Anika  Sukma. 2023.
“Perlindungan Hukum dan
Kesetaraan Gender dalam Konteks

11

44

25,30

15

18,23,24

45

19
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Hak Asasi Manusia. Dalam Jurnal
Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum. Vol
1 No. 1.

20) Yahya, Yusuf & Harwis Alimuddin.

Peradilan Indonesia yang Penuh
Ketidakpastian”. Surabaya: LeKSHI. 2002.

@
=
©
-~
o
'§
2 2022. “Roscoe Pound: Hukum 13
= Sebagai Alat Rekaya Sosial”. Dalam
= Indonesian Journal of Shariah and
f Justice. Vol. 2 No. 2.
— 3.| Bahan Hukum Tersier
< a. Website
(CD 1) Ida Ayu Gede Yudi Sutha. Penanganan
n Anak Terlantar. Diakses pada 16 5
2 November 2023 dari file:
o) http://disos.banglikab.go.id
~ b. Kamus 16
c Kamus Besar Bahasa Indonesia
No Data Sekunder Halaman
1. | Buku 33
Ali, Zainuddin. “Metodologi  Penelitian
Hukum”. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
W
& 2. | Antarini. “Kekerasan Terhadap Anak di Mata 58
o Anak  Indomesia”.  Jakarta:  Kementrian
E Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
E Anak. 2005.
© 3. | Anwar. “Anak  yang  Membutuhkan 48
E Perlindungan Khusus di Indonesia”. Jakarta:
< PKPM Atmajaya Departemen Sosial UNICEF.
o 1998.
= 4. | Arief, Barda Nawawi. “Beberapa Aspek 24
E Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
2] Hukum Pidana”. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 1998.
E 5. | Aspandi, Ali. “Menggugat Sistem Hukum 14
=1
&
j+¥]
s
L oY
P
V]
&,
=
2
p+¥]
o
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Tata Hukum Indonesia”. Jakarta: Balai

Pustaka. 1989.

@
6. [ Asshiddiqie,  Jimly.  “Konstitusi & 47
~ Konstitusionalisme  Indonesia”.  Jakarta:
2 Konstitusi Press. 2005.
©
© 7. | Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan 40
?_ Perlindungan ~ Anak Kota Pekanbaru.
= “Indikator Kinerja Utama (IKU)”. Jakarta:
-~ .
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan
— Perlindungan Anak. 2024.
Z
W 8. | Djamil, Nasir. “Anak Bukan Untuk di Hukum”. 23
= Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
o
= Effendi, Masyhur. “Dimensi dan Dinamika 26
ﬁ Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional
dan Internasional”. Jakarta: Ghalia Indonesia.
1994.
10. | Eleanora, Fransiska Novita dkk.“Buku Ajar 22
Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan’.
Malang: Madza Media. 2021.
11. | Gosita, Arief. “Masalah Perlindungan Anak”. 29
Yogyakarta: Liberty. 1991.
o 12. | Gultom, Maidin. “Perlindungan  Hukum 51
5 Terhadap Anak dan Perempuan”. Bandung:
=3 Refika Aditama. 2012.
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